BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan
1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan
atas produk cacat produksi telah diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
pengaturan ini dimaksudkan agar kedua belah pihak baik konsumen
maupun pelaku usaha tidak ada yang dirugikan akibat adanya
perjanjian jual beli dimana salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya secara patut atau adanya unsur wanprestasi, dan
kegiatan pelaku usaha akibat dari kesalahan terjualnya produk cacat
produksi yang tidak terkontrol dengan baik dan beredar dipasaran
sehingga dapat merugikan konsumen yang membeli produk tersebut,
atas adanya kerugian yang diderita konsumen maka konsumen
berhak meminta pertanggung jawaban pelaku usaha. Sistem
tanggung jawab pelaku usaha yang diterapkan adalah Tanggung
Jawab Mutlak, dimana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas
produk yang dipasarkannya memiliki cacat produksi, maka setiap
konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak
layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa
harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di
pihak produsen, dengan menempatkan atau mengedarkan barang-

barang dipasaran, berarti produk tersebut aman dan pantas untuk
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dikonsumsi atau dipakai, bilamana terbukti tidak demikian pelaku
usaha harus bertanggung jawab demi terciptanya perlindungan
konsumen yang baik.

2. Mekanisme penggantian kerugian dari pelaku usaha terhadap
konsumen vyang dirugikan akibat produk cacat produksi yaitu
konsumen datang atau menuntut kerugian ketempat pelayanan
konsumen dengan membuktikan struk pembelian kemudian pelaku
usaha mengecek dan mendata konsumen kemudian memberikan opsi
penggantian kerugian baik berupa pengembalian uang maupun
penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya tampa
membatasi keinginan konsumen serta memberikan jangka waktu
penukaran barang selama 7(tuhuh) hari atau satu minggu setelah
tanggal pembelian sesuai UUPK.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya peredaran produk cacat produksi
dipasaran maka perlu adanya pengawasan produksi oleh pelaku
usaha secara baik dan teliti sehingga tidak menimbulkan kerugian
bagi konsumen yang memakai produknya atau untuk mencegah
terjadinya sengketa maka perlu adanya informasi yang benar dan
jelas dari pelaku usaha terhadap prosedur pemakaian produk, kondisi
fisik produk, serta kegunaan produk jual tersebut kepada konsumen,
sehingga konsumen dapat memahami dan menerima produk yang

dikonsumsinya.
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2. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan
konsumen maka pelaku usaha perlu menyediakan forum atau tempat
pelayanan keluhan konsumen sehingga dapat memberikan informasi
yang benar sesuai dengan prosedur dan UUPK kepada konsumen
serta dengan adanya tempat pelayanan keluhan konsumen maka
diharapkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku usaha
dan konsumen dengan tahap negosiasi, konsultasi, konsiliasi,
mediasi, atau apabila diperlukan adanya penilaian ahli, demikian
sengketa yang terjadi dapat diatasi dan konsumen yang dirugikan
dapat menerima ganti kerugian secara patut tanpa menempuh jalur

pengadilan.
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